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PENETAPAN

 Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Rianto, bertempat  tinggal  di  Jalan  Saranani  Kelurahan  Korumba

Kecamatan Mandonga Kota Kendari sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29

Desember  2023  yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Kendari  pada  tanggal  3  Januari  2024  dengan  Nomor  Register

4/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Almarhum MARTO JOYO;

- Bahwa Ayah Kandung pemohon yang bernama MARTO JOYO yang lahir

di JAWA TENGAH tahun 1936, telah meninggal dunia pada tanggal 02

Maret  1972 karena sakit,sebagaiman Surat  Keterangan Kematian  dari

Kelurahan  Korumba  tanggal,  27  Desember  2023,

Nomor:472.12/100/XII/2023;

- Bahwa tentang Kematian  Ayah Kandung pemohon Almarhum MARTO

JOYO  belum  pernah  didaftarkan/dilaporkan  di  Kantor  Catatan  Sipil

Kendari;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah

Kandung pemohon Almarhum MARTO JOYO tersebut  pemohon harus

memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di  atas, pemohon memohon untuk Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya memanggil pemohon pada

hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta

Kematian  MARTO  JOYO  yang  lahir  di   JAWA TENGAH  pada  Tahun

1936,telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1972 karena sakit;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Kendari untuk menerbitkan Akta   Kematian;

Menimbang  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan;

Menimbang  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  Rianto,  NIK:

7471011909600001 selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Kepala  Keluarga  Rianto  Nomor

7471010303080003 tanggal 15 Oktober 2014  selanjutnya diberi tanda

P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/100.XII/2023 tanggal

27 Desember 2023 yang dibuat  dan dikeluarkan oleh Wahid Sulfian,

S.Sos., sebagai Lurah Korumba selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi  Surat  Keterangan Ahli  Warisdari  para ahli  waris  Almarhumah

Warsina dan Suami Marto Joyo (Almarhum) selanjutnya diberi tanda P-

4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris selanjutnya diberi tanda P-

5;

Menimbang  bahwa  bukti  bertanda  P-1 sampai  dengan  P-5  tersebut

merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

kemudian  seluruh  bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup,

sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat

bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan; 

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil  permohonannya,  Pemohon

telah  pula  mengajukan  saksi-saksi  yang  memberikan  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  Saksi  adalah  adik

kandung Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  mengajukan  penetapan  ke  Pengadilan  untuk

mencatatkan kematian ayah kami  guna pengurusan pengalihan hak

waris (sertifikat), namun karena identitas ayah kami sudah tidak ada

dan kami  mendapat  arahan  dari Catatan  Sipil  bahwa  harus  ada

penetapan  dari  Pengadilan  dulu,  sehingga  Pemohon  mengajukan

Permohonan tersebut.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer
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- Bahwa saat ayah Saksi tersebut meninggal Saksi masih kecil, dimana

seingat Saksi ayah Saksi meninggal dikarenakan sakit diabetes;

- Bahwa ayah  Saksi  dan Pemohon tersebut  meninggal  sekitar  tahun

1972;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti  surat bertanda P-3

yang diperlihatkan di persidangan dimana bukti surat tersebut adalah

surat  baru  berupa  keterangan  dari  Lurah  Korumba  perihal  waktu

meninggalnya ayah Saksi tersebut;

2. Saksi Ida Masidah, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar

Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  mengajukan  penetapan  ke  Pengadilan  untuk

mencatatkan kematian ayah  Pemohon guna pengurusan pengalihan

hak waris (sertifikat),  namun karena identitas ayah Pemohon sudah

tidak ada dan kami  mendapat  arahan dari Catatan Sipil bahwa harus

ada penetapan dari Pengadilan dulu, sehingga Pemohon mengajukan

Permohonan tersebut.

- Bahwa Saksi hanya mendapat cerita dari suami Saksi jika ayah suami

Saksi sudah meninggal tahun 1972 bernama Marto Joyo;

- Bahwa  setiap  tahun  Saksi  dan  keluarga  besar  suami  Saksi  selalu

berjiarah ke makam Almarhum yang berada di Kota Kendari;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang  bahwa Pemohon menyatakan  tidak  ada  lagi  hal-hal  yang

akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan

dari  Pengadilan  agar  dapat  mencatatkan  kematian  ayah  Pemohon  serta

diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Kendari ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil  dalam permohonannya

maka  dalam pemeriksaan  perkara  ini  Pemohon  mengajukan  bukti  surat

bertanda  P-1  sampai  dengan  P-5 dan  2 (dua) orang  saksi  yang bernama

Purwanto,  dan  Ida  Masidah,  dimana  telah  dipertimbangkan  bukti-bukti  surat

tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi
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Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan

terlebih  dahulu  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  Pengadilan  Negeri

Kendari berwenang memeriksa permohonan  a quo ;

Menimbang  berdasarkan  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

pada  halaman 43 (empat puluh  tiga)  Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1

(satu)  menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat  permohonan

yang  ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya  yang  sah  dan  ditujukan

kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  ditempat  tinggalnya  dengan  kata  lain

permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  P-1,  dan  P-2,

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga maka dapat

disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat

tinggal  di  Jalan  Saranani  Kelurahan  Korumba  Kecamatan  Mandonga  Kota

Kendari,  yang  mana  alamat  tersebut  berada  dalam  wilayah  hukum  dari

Pengadilan Negeri  Kendari,  sehingga berdasarkan hal  yang demikian Hakim

berpendapat  Pengadilan  Negeri  Kendari  berwenang  mengadili  permohonan

yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku yang  sama pada  halaman 45  (empat

puluh  lima)  nomor  11  (sebelas) menyebutkan  jenis-jenis  permohonan  yang

dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah

18 (delapan belas) tahun;

b. Permohonan  pengangkatan  pengampuan  bagi  orang  dewasa  yang

kurang  ingatannya  atau  orang  dewasa  yang  tidak  bisa  mengurus

hartanya lagi, missal karena pikun;

c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);

d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 (enam

belas) tahun;

e. Permohonan  izin  nikah bagi  calon  mempelai  yang  belum berumur  21

(dua puluh satu) tahun;

f. Permohonan pembatalan perkawinan;

g. Permohonan pengangkatan anak;

h. Permohonan  untuk  memperbaiki  kesalahan  dalam  akta  catatan  sipil,

misalnya  apabila  nama  anak  secara  salah  disebutkan  dalam  akta

tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh

karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau

dinyatakan meninggal dunia;

k. Permohonan  agar  ditetapkan  sebagai  wali/kuasa  untuk  menjual  harta

warisan;

Menimbang  bahwa  memperhatikan  dengan  seksama  jenis-jenis

permohonan  yang  dapat  diajukan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan

permohonan yang diajukan Pemohon merupakan salah satu permohonan yang

dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (huruf h);

Menimbang  kemudian  sejalan  dengan  ketentuan  di  atas,  berdasarkan

Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan pada pokoknya dapat disimpulkan pada dasarnya

pencatatan kematian tersebut  harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil

mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang  bahwa  bertitik  tolak  dari  pertimbangan  tersebut  maka

dikarenakan  Pemohon  terlambat  mencatatkan  kematian  ayah  Pemohon

tersebut dan juga data diri/identitas/surat-surat kependudukan ayah Pemohon

tersebut  pun  sudah  tidak  ada,  maka  Pemohon  memohon  penetapan  dari

Pengadilan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  P-2,  dan  P-3

berupa fotokopi surat kartu keluarga dan surat keterangan kematian maka dapat

dinilai dan diperoleh suatu fakta hukum jika ayah Pemohon adalah seseorang

yang bernama Marto Joyo, lahir di  Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember

1936, kemudian ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis

tanggal 2 Maret 1972 di rumah kediamannya dikarenakan sakit dan telah pula

dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punngolaka Kota Kendari;

Menimbang  selanjutnya  terkait  dengan  fakta  hukum  di  atas,  di

persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon pun telah dengan jelas dan

tegas menerangkan jika ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1972 dan

dimakamkan di pemakaman umum Kota Kendari, sehingga keterangan ini dinilai

dapat  mendukung  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  tersebut,  oleh  karenanya

permohonan ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum

yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdi
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Menimbang bahwa dalam petitum  angka  1 (satu) Pemohon memohon

agar  menyatakan  permohonan  Pemohon  dikabulkan,  maka  akan

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang  bahwa  memperhatikan  petitum  yang  diajukan  Pemohon,

maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum

angka 2  (dua),  lalu dikarenakan  Hakim  telah  menyatakan  permohonan  ini

sangat  berdasar  dan  beralasan  hukum  tentunya  petitum  angka  2  (dua)  ini

layaklah  dikabulkan  dengan  suatu  perbaikan,  dimana  maksud  perbaikan

tersebut hanya merubah redaksi dari petitum tersebut tanpa mengurangi makna

atau maksud yang sebenarnya petitum dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon,

maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di  atas dalam

ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang

Administrasi Kependudukan pada pokoknya dapat disimpulkan pada dasarnya

pencatatan kematian tersebut  harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil

mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian,

namun setelah mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang ini ternyata

undang-undang  ini  sama  sekali  tidak  mengatur  secara  tegas  dan  jelas

mengenai  ketentuan  bagaimana  jika  pelaporan  kematian  tersebut  terlambat

dicatatkan  oleh  yang  berkepentingan,  sementara  itu  terdapat  pula  beberapa

pasal dalam ketentuan ini yang mengatur dengan tegas jika beberapa peristiwa

penting yang mengharuskan adanya suatu penetapan/putusan dari Pengadilan

maka  haruslah  dilaporkan  sendiri  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada

instansi  terkait  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima  salinan

penetapan/putusan Pengadilan tersebut, maka dari itu bertitik tolak dari uraian

di  atas  Hakim  berpendapat  bahwa  kewajiban  dari  pemohonlah  untuk

mendaftarkan  peristiwa  penting   a  quo  kepada  instansi  yang  terkait  paling

lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima  salinan  penetapan/putusan

tersebut,  terlebih  terkait  dengan  perintah  yang  dimohonkan  oleh  Pemohon,

Hakim pun berpendapat  kewenangan apakah instansi tersebut akan mencatat

atau  menerbitkan  peristiwa  penting  yang  telah  dimohonkan  tersebut

sepenuhnya  adalah  hak  dari  instansi  tersebut,  oleh  karenanya  petitum  ini

haruslah ditolak;

Menimbang  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  sebagaimana  telah

diuraikan di atas, maka dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon
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tersebut  tentunya  petitum  angka  1  (satu) Pemohon ini  tidaklah  dapat

dikabulkan;

Menimbang  oleh  karena  permohonan  ini  diajukan  untuk  kepentingan

Pemohon  sendiri,  maka  Pemohon  dihukum  membayar  biaya  perkara  yang

jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan;

         Memperhatikan  Pasal  44  Ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  52,  dan  Pasal  56

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi

Kependudukan, serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang berhubungan

dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

2. Memberikan izin kepada Pemohon  untuk mendaftarkan Akta Kematian

ayah Pemohon yang bernama Marto Joyo, lahir di Jawa Tengah tanggal

31 Desember 1936, dan meninggal di Kendari pada tanggal 2 Maret 1972

sebagaimana  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  472.12/100.XII/2023

tanggal  27  Desember  2023  yang  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  Wahid

Sulfian, S.Sos., sebagai Lurah Korumba;

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini

ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian  ditetapkan  oleh  Hans  Prayugotama,  S.H.,  sebagai  Hakim

Pengadilan  Negeri  Kendari,  pada  hari  Senin  tanggal  15  Januari  2024,

Penetapan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam  persidangan  yang

terbuka  untuk  umum,  dengan  dihadiri  oleh  Arriyani,  S.H.,  sebagai  Panitera

Pengganti  dan  telah  dikirim  secara  elektronik  melalui  sistem  informasi

pengadilan pada hari itu juga.

       Panitera Pengganti,                                 Hakim, 

                  

                  

                       

           Arriyani, S.H.                                         Hans Prayugotama, S.H.

Perincian b  i  aya   perkara   :
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Pendaftaran..................................................... Rp.      30.000,00
ATK/Pemberkasan......................................... Rp.      75.000,00
Biaya meterai.................................................
Biaya redaksi..................................................

Rp.      10.000,00
Rp.      10.000,00

                 Jumlah :                                          -------------------------------- +     
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima
ribu rupiah)
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